
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.231, 2019 KEMENPU-PR. DAK Infrastruktur. Petunjuk 

Operasional. Pencabutan. 
 

 
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 02/PRT/M/2019 

TENTANG 

PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  

DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR 

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 

Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk 

Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2018 Nomor 223); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 249); 

7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Negara 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 

8. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 271); 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organsiasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang 
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Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 446);  

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL 

PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS 

INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 

RAKYAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DAK adalah 

dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan 

untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang 

merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas 

nasional. 

2. Unit Organisasi Teknis adalah Direktorat Jenderal yang 

menyelenggarakan kegiatan di Bidang Infrastruktur 

meliputi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat 

Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 

dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. 
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3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola DAK 

selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah 

pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran/barang yang menyelenggarakan kegiatan yang 

dibiayai dari DAK. 

4. Dinas Teknis adalah Dinas Pemerintah Daerah 

pengampu DAK bidang infrastruktur PUPR. 

5. Penyelenggaraan DAK adalah kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Penerima DAK dalam Tahap Perencanaan, Tahap 

Pelaksanaan, Tahap Pasca Pelaksanaan, dan Kegiatan 

Pembinaan yang dilaksanakan oleh Kementerian. 

6. Pengawasan Teknis adalah pembinaan dan/atau 

pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan DAK 

kepada Inspektorat Daerah. 

7. Kegiatan Penunjang adalah kegiatan non-fisik yang 

mendukung pelaksanaan kegiatan fisik. 

8. Rencana Kegiatan yang selanjutnya disebut RK adalah 

Usulan Rencana Kegiatan yang telah diverifikasi dan 

disepakati oleh Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, Balai 

Besar/Balai/Satuan Kerja dan Unit Organisasi Teknis 

terkait.  

9. RK Perubahan adalah perubahan terhadap RK yang telah 

dikonsultasikan kepada Unit Organisasi Teknis dan 

mendapat persetujuan. 

10. Sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang 

terintegrasi adalah aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan 

Informasi Kinerja Anggaran.  

11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 

Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan 

Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara 

minimal.  

12. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya 

disingkat NSPK adalah ketentuan peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai 

pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah dan 
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yang menjadi kewenangan daerah. 

13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang 

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-

kegiatan dalam mendukung program prioritas nasional. 

14. Keluaran (output) adalah barang/jasa yang dihasilkan 

oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 

pencapaian sasaran dan tujuan dalam mendukung 

program prioritas nasional dan arah kebijakan DAK. 

15. Dokumen Rencana Strategis DAK yang selanjutnya 

disebut Renstra DAK adalah Dokumen Perencanaan 

untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu pada 

dokumen perencanaan di daerah, antara lain Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 

Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana dan Program 

Investasi Infrastruktur Jangka Menengah 

(RPI2JM)/Rencana Pengembangan dan Pengelolaan 

Irigasi (RP2I), Rencana Pembangunan Pengembangan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). 

16. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah (Perda). 

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disebut DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang 

memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD serta 

pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

18. Pemerintah adalah Kementerian Negara/Lembaga yang 

tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-

masing bidang DAK Fisik. 

19. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 

merupakan komitmen dari Pemerintah Provinsi dan 


